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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

dalam perkara cerai gugat antara :

I - pat tanggal ahir [
B -0-a Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, alamat di || GG
L [EEHNE
ini_ memberikan kuasa kepada || EKGTGTNGNGEEE
Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor |Gz
B : Rekan alamat di [
I

I berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11
Oktober 2019 , sebagai Penggugat;

melawan

I oot tanggal lahir [
B 20ona Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
wiraswasta, alamat di [ G
. s bagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14

Oktober 2019 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan
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Pengadilan Agama Simalungun Nomor 934/Pdt.G/2018/PA.Sim., tanggal 14

Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah
menikah berdasarkan agama Islam pada tanggal 21 Mei 2008 dan telah
terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan ||}l Kabupaten
Simalungun, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:
I 2002 26 Mei 2008.

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang bahagia.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Nagori || | | B sc'ama 4 bulan,

kemudian tinggal di rumah kontrakan di || | | sc'ama kurang
lebih 6 tahun sampai Pengugat dan Tergugat pisah rumah.

4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Penggugat dan
Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami

istri dan telah dikarunia 2 orang anak bernama:

1. . 2«2k, umur 9 tahun.
2. I 2«2k, umur 5 tahun.

Kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama
Penggugat.

5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam
membina rumah tangga hidup rukun dan damai, namun sejak tahun 2012
didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:

a. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat.
b. Tergugat sering mabuk-mabukan dan pulang larut malam.

6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat masih terus-menerus berlanjut dikarenan seperti yang telah
disebutkan pada posita 5 huruf a dan b di atas bahkan Tergugat pernah

mengancam akan membubuh Penggugat.
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7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak
sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
akibatnya sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah,
Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat
tinggal bersama keluarga Tergugat di Tanjung Hataran.

8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak
pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu
sama lain.

9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
tersebut diatas telah didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut
tidak membuahkan hasil.

10. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus
didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit
untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada
adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara
Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya
menyebutkan bahwa: “Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan
isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patut dan cukup
beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat.

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal — hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
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mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan
memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang
ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan

amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (GGG
) <adap Penggugat (NG

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya( exaequo

et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka siding dengan diwakilkan oleh kuasa hukumnya,
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya
dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [} ] ]l tanogal 26 Mei 2008
atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai
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Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan || GG
Kabupaten Simalungun, telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua
Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai
dengan aslinya, lalu diparaf serta diberi tanda bukti P.;

B. Saksi:

1. . . 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Petani, tempat kediaman di || GTGTccNEEEEEEEEEEE
. i bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai

tetangga Penggugat dengan jarak rumabh lebih kurang 100 meter;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2008;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di
rumah orang tua Penggugat lalu tinggal di rumah kontrakan di Nagori

I (- tclah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat
sering tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan
Tergugat sering mabuk-mabukan dan pulang larut malam;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun
2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan
perilaku buruk Tergugat;

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi
dalam rumah tangga;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan

Tergugat;
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2. . . 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di || G
I ¢ bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai
tetangga Penggugat dan Tergugat dengan jarak rumah lebih kurang 75

meter;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2008;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di
rumah orang tua Penggugat lalu tinggal di rumah kontrakan di [l

I - tclah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat
sering tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan
Tergugat sering mabuk-mabukan dan pulang larut malam;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun
2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan
perilaku buruk Tergugat;

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi
dalam rumah tangga;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa

Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;
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Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat
hadir in person sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus
orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah
terpenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat
hadir in person sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus
orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah
terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim
menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya
Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah
berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad
ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah
terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan
(4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua
kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam
persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana
yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan ;
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Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini
adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara
Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka
1 s/d angka 13, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.) serta 2 (dua)
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan
Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan
Penggugat angka 1 s/d angka 13 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan
Penggugat angka 1 s/d angka 13 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
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bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.) dan keterangan dua
orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

liBahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah
pada tanggal | GczczNEG

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang
anak;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai
namun sejak tahun 2012 sering terjadi terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

4. Bahwa penyebab perselihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering
tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat
sering mabuk-mabukan dan pulang larut malam;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun

2014 sampai sekarang;

o

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan

Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah rumah sejak tahun
2014 sampai sekarang;

2. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat;

3 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum (ulama figh) yang tercantum dalam Kitab Ghayatul

Marom yang berbunyi
dalls sl ale (gllad e gy Ao Aa g3l Ae  aae 2N 1Y, -
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Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka
Hakim (berwenang) menjatuhkan talak satu suaminya ;
2. Kaidah Fikih
Fladl cla g Sl audaalle o
Artinya : “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19
huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa
berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama,
salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan
pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan
dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut
di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat,
maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu bain sughra
Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti dan beralasan dan patut untuk
dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir ;
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2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([ EGcTcNG
) <hodap Penggugat (I

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Diana
Evrina Nasution, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H.,M.Sy., dan
Sarifuddin, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Dasma
Purba, S.H., M.H.,sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Yulistia, S.H., M.Sy Sarifuddin, S.HI
Panitera Pengganti,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 450.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 10.000,00
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5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp  6.000,00
Jumlah Rp 556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).
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